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ABSTRAK
Pada masa pandemic Covid-19 diperlukan optimalisasi penggunaan media komunikasi seperti sosial media oleh pemerintah, termasuk para anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah. Namun, masih terdapat keterbatasan penggunaan media komunikasi virtual yaitu sosial media oleh lembaga legislative. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penggunaan sosial media oleh anggota legislatif untuk berkomunikasi dalam masa reses pada masa pandemic dalam membentuk reputasi mereka di mata publik secara digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, populasi yang akan diteliti adalah anggota legislatif di provinsi Jawa Barat dengan sebanyak 106 orang responden. Hasil penelitian ini anggota legislatif menggunakan akun sosial media berinteraksi atau mengirim pesan kepada masyarakat luas tentang kegiatan politik untuk berkomunikasi secara terbuka dengan publik dengan pesan politik yang dikirim melalui akun sosial media mengundang komunitas untuk berpartisipasi memberikan dukungan dan komentar serta kritik. Penggunaan sosial media dalam komunikasi pemerintah, lebih mudah bagi pemerintah dan masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk bernegosiasi dan mencapai sebuah konsensus. 
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Use of social media in establishing relations and building reputations by members of the house of representatives

ABSTRACT

During the Covid-19 pandemic, it is necessary to optimize the use of communication media such as social media by the government, including members of the House of Representatives, both at the central and regional levels. However, there are still limitations to the use of virtual communication media, namely social media by the legislature. The aim of this study was to investigate the use of social media by board members to communicate in recess during a pandemic in digitally establishing their reputation in the public eye. The method used in this research is quantitative method, the population to be studied is the board members in West Java province with as many as 106 respondents. The results of this study, council members use social media accounts to interact or send messages to the wider community about political activities to communicate openly with the public with political messages sent through social media accounts inviting the community to participate in providing support and comments and criticism. The use of social media in government communication, it is easier for the government and society and other parties with an interest to negotiate and reach a consensus.
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LATAR BELAKANG
	Pandemi Covid-19 mempengaruhi semua aspek kehidupan dari perspektif ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan lainnya. Termasuk dalam komunikasi politik. Di era kebiasaan baru, bidang komunikasi politik seharusnya menyeseuaikan bentuk komunikasi virtual dan penggunaan teknologi. 
Kenaikan aktivitas pencarian informasi terkait COVID-19 pada umumnya disebabkan oleh pernyataan-pernyataan pemerintah yang juga merupakan penyebab adanya perbedaan tren pencarian pada setiap bulannya (Limilia & Pratamawaty, 2020). Peredaran informasi kesehatan, seperti pemberitaan COVID-19 sering diwarni oleh misinformasi dan disinformasi, khususnya di media sosial (Dida, Hafiar, Kadiyono, & Lukman, 2021). Pada prinsipnya, masyarakat merasakan kekhawatiran mengenai pendemi namun setelah memperoleh informasi, masyarakat cenderung menjadi terbuka pemikirannya (Rohman & Retnasary, 2020). Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi penggunaan media komunikasi seperti sosial media oleh pemerintah, termasuk para anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah.
Namun, masih terdapat keterbatasan penggunaan media komunikasi virtual yaitu sosial media oleh lembaga legislative. Pada beberapa kasus diketahui sejumlah anggota legislatif justru mengadakan agenda reses di daerah yang berstatus zona oranye alias risiko sedang, dengan alasan telah menerapkan protokol kesehatan dan masyarakat yang datang sudah diberikan masker. Selain itu, durasi pertemuan pun dibatasi. Padahal kegiatan ini bisa saja dilakukan dengan menggunakan sosial media dan tidak terdapat resiko dalam pelaksanaan komunikasi pada masa reses.
	Perlu disadarai bahwa memang terdapat beberapa kegiatan komunikasi pada masa reses terhambat di tengah pandemi Covid-19. Ada beberapa daerah yang tidak mengizinkan kegiatan reses anggota legislatif di tengah era new normal. Hal ini membuktikan bahwa perlu pengubahan cara dan media komunikasi oleh anggota legislatif agar komunikasi politik tetap terselenggara walaupun pada masa pandemic sekalipun. 
	Penggunaan sosial media seharusnya dapat digunakan untuk menyesuaikan dengan era kebiasaan baru untuk tetap melanjutkan komunikasi anggota legislatif pada masa reses namun tidak melaksanakan komunikasi langsung melainkan menggunakan sosial media. Menurut survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 2017, terdapat 25,3% dari penggunaan Internet memiliki tujuan untuk memperbarui informasi di Indonesia. Dengan kata lain, menurut data di atas, lebih dari 50% pengguna Internet pada kelompok usia produksi menggunakan akses Internet untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka.
Komunikasi politik melalui sosial media ini merupakan usaha untuk mengelola reputasi pemerintah secara online yang merupakan salah satu jenis modal terpenting yang termasuk dalam kategori modal tidak berwujud. Reputasi sangat berharga karena menentukan sikap masyarakat terhadap lembaga atau individu. Jika lembaga memiliki reputasi yang baik, nilai psikologisnya akan melebihi nilai materialnya. Masyarakat modern, evaluasi terhadap objek memang telah bergeser dari nilai material menjadi nilai budaya. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Petrovici pada tahun 2013 tentang dampak dan efisiensi PR elektronik menemukan bahwa hubungan masyarakat (public relations) online menciptakan saluran baru yang dapat digunakan lembaga untuk mengkomunikasikan layanan atau produk, sehingga meningkatkan visibilitas mereka di lingkungan virtual (Petrovici, 2014). Teknologi internet tidak hanya mengubah hubungan masyarakat menjadi hubungan masyarakat digital, tetapi yang lebih penting, mengubah monolog menjadi dialog. Dengan menyediakan proses komunikasi dua arah, penggunaan internet oleh departemen hubungan masyarakat suatu organisasi dapat meningkatkan efisiensi komunikasi dengan publik, sehingga memperkuat terjalinnya hubungan dengan publik. Untuk alasan ini, e-PR pada dasarnya adalah tentang hubungan interpersonal dan karena itu memiliki potensi besar sebagai alat komunikasi.
Dengan munculnya Internet, menyediakan berbagai alat baru untuk pembuatan konten, dan alat ini telah mengubah kondisi tradisional manajemen identitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki strategi komunikasi dan interaksi yang jelas dengan khalayak melalui sosial media. Lembaga pemerintah dapat membangun identitas ataupun reputasi. Hal ini dapat dilihat sebagai "struktur sosial yang kompleks, baik pribadi maupun sosial, dan komponennya meliputi: siapa kita, bagaimana kita ingin orang lain melihat kita, dan bagaimana mereka sebenarnya memandang kita".  Hal terpenting dalam media online adalah menampilkan kesan (image) kepada khalayak mengenai kegiatan politik yang dilaksanakan. Dari definisi tersebut, kita dapat melihat bahwa konstruksi aktual identitas digital pemerintah dapat menjadi bagian dari identitas offline dan memperkaya identitas offline.
Media sosial merupakan saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (Engkus, Hikmat, & Saminnurahmat, 2017), sehingga dapat dikatakan bahwa media sosial telah memasuki ranah kehidupan, mempengaruhi interaksi informal masyarakat, struktur kelembagaan, dan rutinitas professional (Putra, 2017). Media sosial juga telah dimanfaatkan oleh berbagai tokoh dan kader partai politik untuk mempersuasi masyarakat agar mendukung tokoh dan partai mereka (Pamungkas, 2013). Artinya tokoh dan partai politik dapat memanfaatkan keberadaan media sosial guna mencapai tujuan kepercayaan khalayak dan reputasi online.
Penggunaan sosial media pada masa pandemi merupakan implementasi untuk membantu pemerintah mencapai tujuan kepercayaan khalayak dan reputasi online yang akan berdampak pada reputasi offline. Untuk pemaksimalkan sumber daya, usaha untuk fokus pada khalayak yang berpotensi mendukung, dan menyampaikan nilai, layanan, dan dampak sikap strategis tentang komunikasi politik organisasi pemerintah yaitu anggota legislatif sebagai representative pemerintah dalam mencapai komunikasi dua arah dan efektif agar terjadi perubahan yang positif yaitu partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pemerintah melalui sosial media demi reputasi pemerintah.
Berdasarkan paparan diatas, maka peniliti tertarik untuk membahas penggunaan sosial media oleh anggota legislatif di Jawa Barat pada masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penggunaan sosial media oleh anggota legislatif untuk berkomunikasi dalam masa reses pada masa pandemic dalam membentuk reputasi mereka di mata publik secara digital.

METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat penelitian untuk pengumpulan data, dan melakukan analisis data kuantitatif atau statistik (Sugiyono, 2014). Metode ini menggunakan variabel terukur dari bentuk angka dan analisis statistik. Hasil penelitian kuantitatif Akurat karena didukung bukti konkret di lapangan. Penelitian bersifat deskriptif adalah sebuah studi yang akan menjelaskan dengan secermat mungkin Seorang individu, kondisi, gejala atau kelompok tertentu. Tujuan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif untuk menjelaskan keadaan di mana investigasi akan dilakukan dengan dukungan. Penelitian literatur untuk lebih memperkuat analisis peneliti Kesimpulan, menarik hasil penelitian dari hasil perhitungan Kemudian mengemukakan indikator variabel penelitian dalam bentuk tertulis oleh peneliti.
 Populasi adalah suatu wilayah yang digeneralisasikan, meliputi: objek / topik dengan kualitas dan karakteristik tertentu, dan peneliti mengidentifikasi objek / topik tersebut untuk penelitian dan kemudian menarik kesimpulan (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini populasi yang akan diteliti adalah anggota legislatif di provinsi Jawa Barat. Menurut Sugiyono, non-probability sampling merupakan suatu teknik tidak bisa memberikan kesempatan yang sama untuk setiap elemen. Anggota populasi yang akan dipilih digunakan sebagai sampel. Sampel pada penelitian ini adalah quota sampling yang merupakan suatu teknik penentuan sampel populasi yang mempunyai karakteristik tertentu sehingga memenuhi kuota yang dipersyaratkan (Sugiyono, 2014). Terdapat sebanyak 106 orang responden yang merupakan anggota legislatif di Jawa Barat. Populasi tidak dianggap, tetapi dibagi menjadi beberapa kategori. Pengambilan sampel dilakukan dengan memberikan kuorum tertentu kepada kelompok, dan pengumpulan data dilakukan langsung di unit pengambilan sampel. Setelah kuota tercapai, pendataan akan dihentikan. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: survei kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada narasumber untuk dijawab. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, yang dapat diberikan langsung kepada responden, atau dikirim melalui surat atau internet (Sugiyono, 2014). Jenis pertanyaan dalam penelitian ini adalah pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan atau pernyataan yang memberikan alternatif jawaban, sehingga responden hanya perlu memilih salah satu jawaban yang diberikan. Dalam penelitian ini kuisioner akan dibagikan kepada responden. Responden merupakan anggota legislatif di Jawa Barat yang disebarkan melalui google form. 
Penelitian ini juga menggunakan data kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur atau dokumen dan membaca buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Nazir, studi kepustakaan mencakup teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku, dokumen, catatan dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan (Nazir, 1998). Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, analisis deskriptif adalah jenis data statistik yang menganalisis data dengan mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa membuat kesimpulan umum atau generalisasi. 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data. Dengan mendeskripsikan atau mendeskripsikan data yang sudah ada. Kumpulkan apa adanya, tanpa membuat kesimpulan apa pun cocok untuk generalisasi atau generalisasi. Statistik deskriptif mencakup pengklasifikasian data variabel berdasarkan kelompoknya masing-masing tidak beraturan sejak awal dan mudah dijelaskan oleh mereka yang membutuhkan informasi tentang status variabel ini. Selain statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan informasi dengan cara ini sehingga data. Hasil penelitian bisa dimanfaatkan orang lain perlu. Penelitian tentang populasi (tanpa pengambilan sampel) jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Namun, jika sampel dipelajari, analisis dapat menggunakan statistik deskriptif atau inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan ketika peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel tetapi tidak ingin menarik kesimpulan yang berlaku untuk populasi sampel (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penelitian ini dilakukan dengan sebanyak 106 orang responden anggota legislatif di Jawa Barat. Penggunaan sosial media oleh anggota legislatif untuk melakukan komunikasi dalam masa reses. Namun pada masa pandemic kegiatan reses yang merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, dan merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin dianjurkan menggunakan media sosial secara virtual untuk mengurangi resiko dan mematuhi protocol kesehatan selama masa pandemic.

(sumber: Data Peneliti 2020)
Gambar 1. Penggunaan Sosial Media oleh anggota legislatif


	Terlihat media sosial yang paling tinggi digunakan adalah whatsapp, sebanyak 105 responden menjawab menggunakan media sosial tersebut. Kemudian di peringkat kedua terdapat facebook digunakan sebanyak 103, kemudian Instagram digunakan sebanyak 96, disusul oleh penggunaan Twitter yang digunakan oleh anggota legislatif sebanyak 58 responden.  Sosial media yang paling sedikit digunakan adalah Tumblr terdapat 2 responden menggunakan dan Reddit hanya terdapat 1 responden yang menggunakan sosial media tersebut. Tingginya penggunaan Facebook oleh anggota legislatif, sejalan dengan pernyataan bahwa Facebook merupakan media sosial handal untuk kepentingan political marketing (Juditha, 2015), dan Facebook dinilai sebagai media sosial yang “merakyat”(Sumartono, 2019).
	Peneliti menemukan bahwa penggunaan sosial media WhatsApp, Facebook dan Instagram. Ketiga media sosial ini digunakan hampir seluruh responden sebagai media komunikasi. Perkembangan komunikasi ditandai dengan penggunaan media baru sebagai media komunikasi, termasuk sosial media. Komunikasi terbuka awalnya terbatas pada proses interaktif, tatap muka sekarang dapat dilakukan secara online melalui internet. Variasi rata-rata media sosial sedang tumbuh dan sangat diminati responden untuk melakukan komunikasi selama masa reses merupakan ketiga sosmed tertinggi diatas. Media sosial sebagai alat komunikasi memainkan peran membawa orang (penggunanya) untuk berpartisipasi dengan berpartisipasi secara aktif dan membuka opini, bagus untukberbagi informasi atau memberi balasan online tepat waktu cepat. 
	Media sosial seperti Facebook awalnya dikaitkan dengan masalah pertemanan. Namun, pada saat itu hal itu mulai sangat menyinggung dunia kebijakan kekuasaan pemerintah atau negara bagian. Perkembangan teknologi komunikasi memiliki pengaruh yang baik terhadap proses politik. Padahal, kemajuan komunikasi digital melalui media digital akan membawa semangat baru demokrasi. 
	Dalam perkembangannya, media sosial menjadi ukuran yang efektif proses komunikasi politik. Komunikasi yang dilakukan merupakan proses informasi politik kutipan yang relevan diberikan dari satu bagian sistem politik ke bagian lain, dan antara sistem sosial dengan sistem politik. Proses ini sedang berlangsung up to date dan berisi juga pertukaran informasi antara individu dan kelompok mereka di semua tingkatan. Melalui komunikasi di sosial media anggota legislatif dan masyarakat berhubungan atau berhubungan dengan pesan politik dan aktor politik kekuasaan, manajemen dan politik pemerintah.
	Dari data di atas terlihat jelas bahwa anggota legislatif menggunakan akun sosial media berinteraksi atau mengirim pesan kepada masyarakat luas tentang kegiatan politik untuk berkomunikasi secara terbuka dengan publik dengan pesan politik yang dikirim melalui akun sosial media mengundang komunitas untuk berpartisipasi memberikan dukungan dan komentar serta kritik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, media sosial bersifat interaktif, memungkinkan publik memberikan tanggapan langsung kepada kegiatan politik lembaga legislatif. Umpan balik bisa positif dan negatif. 
	Namun terdapat beberapa sosial media yang nampaknya belum lumrah untuk digunakan oleh anggota legislatif dalam mengkomunikasikan kegiatannya, yaitu Reddit, Pinterest dan Tumblr. Tumblr sendiri merupakan media sosial dan social sharing. Faktanya, Tumblr tidak sepopuler media sosial dan Weibo (seperti blog atau Twitter). Namun, konsep yang diberikan kepada pengguna jauh lebih sederhana dan tanpa kerumitan. Reddit ibarat forum untuk berbagi berbagai informasi yang mirip dengan Kaskus dan bahkan Steemit. 

(sumber: Data Peneliti 2020)
Gambar 2. Perbandingan penggunaan Sosial Media oleh anggota legislatif Sebelum dan Semasa Pandemi

Terdapat perbedaan tingkat penggunaan sosial media oleh anggota legislatif pada masa sebelum pandemic covid-19 dan semasa pandemic. Terdapat sosial media youtube digunakan paling tinggi disaat masa pandemic digunakan sebanyak 38 dari sebelum pandemic pada angka 25 orang. Kemudian, Facebook pada angka 69 pada masa pandemi setelah sebelumnya hanya digunakan responden sebanyak 34 orang, disusul oleh Instagram 68 digunakan semasa pandemic dan sebelum pandemic digunakan sebanyak 23 orang oleh responden yang merupakan anggota legislatif dalam komunikasi untuk menjaga pertanggung jawaban kepada konstituen. 
Media sosial seperti Instagram dan Facebook memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam meningkatkan perhatian publik khususnya pada politik jika dilakukan komunikasi di sosial media oleh tokoh politik. Banyaknya perbincangan di situs media sosial tersebut menandakan kemunculan domain ketertarikan publik baru mengenai kegiatan politik. Pemerintah dapat mempromosikan transparansi dengan secara aktif mengungkapkan informasi tentang tindakan dan keputusan mereka, dan kemudian mengizinkan masyarakat untuk mengakses, memantau dan mengevaluasinya. 
Dari sudut pandang masyarakat, transparansi pemerintah dilihat ketika informasi pemerintah tersedia untuk umum. Namun, meskipun informasi tersedia, masyarakat tidak akan menerima transparansi pemerintah sampai mereka secara efektif diberi tahu tentang tindakan dan keputusan pemerintah. Dalam konteks ini, transparansi pemerintah dapat dicirikan sebagai sejauh mana publik dalam sebuah negara memiliki akses ke lembaga dan pejabat pemerintah serta mendapatkan informasi tentang kegiatan pemerintah. Media sosial dapat membantu lembaga dan pejabat pemerintah menjadi lebih transparan dengan terus memberi tahu mereka tentang kegiatan dan keputusan pemerintah melalui lembaga legislatif.
Anggota legislatif menggunakan media sosial untuk berinteraksi satu sama lain dan sebagai representasi lembaga pemerintah dan / atau pejabat untuk berbagi informasi pemerintah. Bersama-sama, media sosial dan perangkat yang nyaman seperti smartphone menjadi media komunikasi dan memungkinkan interaksi yang sering dengan pemerintah. Selain itu, hubungan many-to-many yang ditampilkan di media sosial berkontribusi pada berbagi pengetahuan antar publik - tidak hanya mereka yang menggunakan media sosial pemerintah, tetapi juga mereka yang bukan pengguna yang terhubung melalui media sosial dengan publik lain pada umumnya. Dengan cara ini, publik akan cenderung melihat transparansi yang lebih besar dalam pemerintahan.
Kepercayaan warga negara pada pemerintah dapat dibuat, dipelihara, atau dipulihkan dengan menerapkan konsep kepercayaan ini bersama dalam menghasilkan kepercayaan: kepercayaan berbasis institusi, kepercayaan berbasis proses, dan kepercayaan berbasis sifat. Terlepas dari perbedaan konseptual mereka, semua sarjana ini sepakat tentang pentingnya informasi (dan transparansi) dalam menjelaskan bagaimana publik membangun kepercayaan pada pemerintah. Menyajikan lebih banyak informasi mengenai kegiatan politik membantu meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.
106 responden yang merupakan anggota legislatif di Jawa Barat merupakan pengguna sosial media dan terjadi peningkatan penggunaan semasa pandemi. Temuan menunjukkan bahwa media sosial di pemerintahan memungkinkan warga untuk memiliki akses yang lebih mudah ke pemerintah dan informasi yang lebih baik tentang peristiwa terkini, kebijakan atau program, meningkatkan persepsi mereka tentang transparansi dalam pemerintahan. Penggunaan media sosial oleh perwakilan pemerintahan membantu warga mendapatkan informasi yang lebih baik tentang urusan pemerintahan karena tahap awal penggunaan media sosial di pemerintahan berfokus pada transparansi data untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap data dan proses pemerintahan. Media sosial juga dapat mendekatkan lembaga dan pejabat pemerintah dengan warga dalam arti bahwa mereka dapat diakses melalui perangkat yang nyaman seperti smartphone dan tablet. Sering berkomunikasi dengan warga tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk kepentingan terbaik mereka dapat meningkatkan hubungan pemerintah-warga, dan ini juga dapat menyebabkan kepercayaan warga terhadap pemerintah.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan pemerintah pada masa pandemic agar tetap dapat berkomunikasi secara terbuka dan dua arah. Kemudian keberlangsungan komunikasi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi pemerintah merupakan perantara yang signifikan antara penggunaan media sosial pemerintah dan kepercayaan mereka pada pemerintah, hubungan langsung antara penggunaan media sosial pemerintah oleh warga negara dan kepercayaan mereka pada pemerintah tidaklah relevan. Artinya media sosial dalam suatu pemerintahan hanya dapat meningkatkan kepercayaan warganya terhadap pemerintah dengan mencapai beberapa hasil yang diharapkan, salah satunya adalah transparansi pemerintah sebagaimana dibuktikan dalam penelitian ini. Penggunaan media sosial dalam pemerintahan dimaksudkan tidak hanya untuk meningkatkan transparansi pemerintahan, tetapi juga partisipasi dan kerjasama publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penggunaan media sosial telah menghasilkan perubahan besar dalam cara individu dan organisasi berkomunikasi dan bertukar informasi, dan akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk mencapai tujuan demokrasi dasar, yaitu transparansi, dan partisipasi. Dalam artikel ini, peneliti menemukan bahwa sebagian besar penggunaan media sosial oleh anggota dewam adalah untuk tujuan simbolis dan ekspresif dalam menjaga komunkasi dalam masa reses yang sedikit mengalami penyesuaian dikarenakan pandemi. Anggota legislatif menggunakannya karena media sosial bukan hanya alat untuk transparansi demokrasi dan partisipasi warga, tetapi juga alat untuk ekspresi diri, pertukaran gerakan simbolik, dan menawarkan layanan sebagai tokoh publik dan representative pemerintah. 
Media sosial adalah alat untuk dialog dan kolaborasi, dan jenis interaksi ini melayani tujuan demokrasi, media sosial menekankan dialog dan kolaborasi dalam berbagai tingkatan (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011). Komunikasi pada platform sosial media dapat mengacu pada kolaborasi, partisipasi, dan interaksi diskusi atau aktivitas eksternal. Diskusi yang mencakup pengumuman tentang pertemuan yang mengundang warga untuk berdialog tentang masalah tertentu; dan pengumuman lain yang membutuhkan partisipasi dalam kerjasama pemerintah dan masyarakat.
Media sosial menjadi bagian penting dalam penyebaran informasi di era digital karena mempermudah komunikasi yang dapat melampaui waktu, jangkauan, dan bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja (Subekti, Hafiar, & Bakti, 2020). Dalam penggunaan media sosial oleh anggota legislatif adalah kemampuan mereka untuk mengoperasikan saluran penyebaran informasi mereka sendiri berarti mereka dapat mengontrol informasi yang mereka gunakan untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Ini adalah aset besar bagi organisasi karena mereka dapat mengekspresikan pendapat mereka dan menciptakan gambaran tentang bagaimana mereka ingin dianggap. 
Terkadang media sosial kurang digunakan untuk kolaborasi dan interaksi daripada alat untuk ekspresi diri dan perilaku simbolik. Dilihat dari jenis penggunaan media sosial oleh anggota legislatif diketahui bahwa anggota legislatif dapat memahami bagaimana karakteristik dari sosial media yang mereka gunakan serta memilah informasi ke dalam kategori komunikasi yang berbeda. 
Adanya penggunaan sosial media ini memperluas kerangka demokrasi yang digunakan untuk mengevaluasi interaksi sosial pemerintah untuk mencakup berbagai bidang interaksi, yang melibatkan komunikasi simbolik, ekspresi diri, dan posisi politik. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana anggota legislatif menggunakan jenis sosial media dalam proses komunikasi. Karena anggota legislatif juga menjalankan tujuan e-government yang demokratis dan politis, pertimbangan khusus harus diberikan pada jenis informasi yang didistribusikan dalam pesan melalui media ini. Diharapkan komunikasi di media sosial melibatkan realitas komunikasi yang murni simbolis dan ekspresif. 
Walaupun Baudrillard mengatakan reproduksi realitas tidak merepresentasikan realitas, namun bersifat simulasi, yaitu duplikasi yang mengandung distorsi, sehingga yang ada hanya lah citra (simulacra) (Jaya, 2017). Pembentukkan citra melalui branding merupakan hal yang penting bagi politisi. Salah satu media yang memungkinkan untuk membentuk branding adalah media sosial (Anshari & Prastya, 2019). Aktivitas PR politik dalam melakukan branding dan mencitrakan seorang tokoh, dapat dilakukan di semua lini media (Rusmulyadi & Hafiar, 2018), termasuk media sosial. 
Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa salah satu motif di balik penggunaan media sosial, seperti Instagram adalah motif eksistensi (Permatasari & Trijayanto, 2017). Salah satu fasilitas instagram yang dapat membantu menambah kedekatan antara tokoh dengan pendukung adalah “Like”. Memberikan simbol like pada komentar follower dapat menimbulkan perasaan dihargai dan diapresiasi oleh politisi yang dikomentarinya (Mudrikah, 2020). Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa Instagram merupakan salah satu media sosial yang dapat digunakan untuk pembentukkan reputasi.
Komunikasi politik melalui media sosial telah digunakan sektor publik, dan dampaknya yang menguntungkan pada warga negara mengungkapkan peluang baru untuk merangsang demokrasi dalam skala global, mempromosikan demokrasi, dan memberikan solusi bijak untuk masalah publik (Criado, Sandoval-Almazan, & Gil-Garcia, 2013). Jadi sebenarnya media sosial dapat berkontribusi untuk memperluas pengaruh menguntungkan dari sektor publik pada warga negara. Media sosial sebagai alat untuk memperluas pengaruh yang bermanfaat bagi warga negara dapat dibagi menjadi dua aspek: mengontrol transparansi dan rasa tanggung jawab staf yang menyimpang dari tugasnya; partisipasi dan tinjauan untuk mendorong warga berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dan domain publik.
Jika para anggota legislatif sebagai salah satu bagian dari pemimpin politik secara aktif menggunakan media sosial dalam administrasi dan kebijakan publik, peran perantara mereka di media sosial kemungkinan besar dapat membantu mengatasi masalah peningkatan kecepatan respons di masyarakat: pertama, media sosial memungkinkan para pemimpin politik untuk berinteraksi dengan publik. Pejabat publik dapat melaporkan kemajuan tindakan administratif, pejabat publik dapat dicegah untuk melakukan secara sengaja atau keliru mengabaikan tugas-tugas urusan sipil. Kedua, media sosial adalah media yang nyaman bagi para pemimpin politik untuk memerangi asimetri informasi dengan warga dengan membantu memeriksa semua kebutuhan dan tuntutan warga, dan juga merupakan alat yang efektif untuk menginformasikan warga tentang kemajuan tindakan administratif untuk mengambil kebutuhan lebih lanjut. 
Sebuah pernyataan menyebutkan bahwa jika aktivitas atau postingan yang disampaikan dinilai positif maka masyarakat pun memberi like atau komentar yang positif (Sumartono, 2019). Jika sebuah postingan menarik perhatian masyarakat, maka akan membuka peluang untuk menjadi viral. Konten viral di internet merefleksikan peran baru media digital (Hartiana, Setyarinata, & Nugraheni, 2020). Melalui viralisasi sebuah postingan, tak jarang akan menghasilkan popularitas dan reputasi tertentu bagi pelaku postingan, termasuk reputasi negatif manakala sebuah postingan diketahui memiliki unsur misinformasi dan disinformasi.
Ketidaksesuaian informasi di media sosial antara pejabat publik dan masyarakat merupakan sebuah hal yang harus dilawan dan diperjuangkan. Masyarakat melalui sosial media dapat mengajukan pertanyaan administrasi sipil kepada pejabat publik, dan mereka juga dapat digunakan sebagai alat untuk sering menanyakan pendapat mereka. dan kemajuan terkait tindakan administrative politik. Secara keseluruhan, munculnya penggunaan aktif media sosial oleh para pemimpin politik memberikan peluang bagi arus informasi tanpa hambatan di antara para pemimpin politik, pejabat publik, dan warga negara, sehingga memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah. Tantangan untuk memecahkan asimetri informasi dan mencapai responsivitas dalam mendukung penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis. 
Sejak pandemic covid-19, beberapa negara (termasuk Indonesia) telah menerapkan kebijakan era kebiasaan baru. Pemerintah bisa menjalankan tugasnya dengan menerapkan cara yang sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, semua acara publik belum diperbolehkan, kebiasaan baru adalah solusi untuk diadopsi dalam menghadapi pandemic yang dapat terintegrasi dengan program pelayanan pemerintah kepada warga negara yang membutuhkan dan tidak mengurangi perhatiannya pada penyediaan layanan publik salah satunya di bidang politik. 
Media komunikasi yang digunakan dalam komunikasi krisis terkait pandemi ini dilakukan melalui media online dan media sosial. Hampir seluruh prinsip komunikasi krisis diaplikasikan dalam menghadapi pandemik Covid-19 ini (Venus, Octavianti, Karimah, & Arifin, 2020). Sayangnya, pesatnya penetrasi media sosial dan berbagai aplikasi digital lain belum diikuti oleh tingkat kompetensi literasi digital yang mumpuni (Rahmawan, Mahameruaji, & Anisa, 2019)
Sehingga berbagai informasi hoaks pun mulai muncul dalam media sosial yang dikaitkan dengan COVID-19 sehingga membuat orang menjadi lebih khawatir (Indriani & Prasanti, 2020). Oleh karena itu, media sosial juga dapat digunakan untuk mengkonter sebuah pesan yang menyesatkan misalnya dalam konteks kampanye untuk perubahan sosial dan politik (Rahmawan, Mahameruaji, & Janitra, 2020), termasuk pelurusan informasi oleh tokoh politik yang menjadi anggota legislatif.
Pada era kebiasaan baru, norma, nilai, dan gagasan orang telah berubah. Perilaku dalam interaksi dengan orang lain dan dengan lingkungannya. Bahkan melanjutkan aktivitas sehari-hari, namun ada sesuatu yang baru harus dilakukan oleh setiap orang, yaitu mengubah perilaku dan kebiasaannya saat ini. Salah satunya adalah lebih memanfaatkan interaksi dan komunikasi secara virtual melalui sosial media, termasuk oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya kepada masyarakat. 
Pemerintah dan masyarakat membentuk pengabdian melalui hubungan. Sadar akan pentingnya partisipasi publik, pemerintah membuat masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam proses tinjauan kebijakan interaktif, Popularitas platform media sosial semakin mendorong perkembangan pemerintah - Kemitraan sipil dan membantu membentuk praktik pemerintah kami dan bahkan kebijakan yang tentunya mempengaruhi kepentingan bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Praktik komunikasi oleh anggota legislatif, telah menggunakan media sosial secara khusus, segera dan efektif menjalin komunikasi sebagai betuk pertanggung jawaban kepada konstituen sebagai inisiatif pemerintah untuk membantu menahan Penyebaran penyakit virus covid-19. Tentu saja interaksi yang sering antara pemerintah dan masyarakat dapat menghasilkan tanggapan langsung. 
Penggunaan platform digital oleh pemerintah tidak hanya berkembang namun tampaknya akan menjadi fasilitas baru yang memenuhi kebutuhan jangka panjang untuk memfasilitasi kehidupan publik juga mempengaruhi kegiatan tata kelola publik yang ada. Perluasan platform Melengkapi layanan publik sehingga platform menjadi infrastruktur (Helmond, Nieborg, & van der Vlist, 2019). Platform digital ini biasanya menghasilkan efek jaringan yang sangat besar, akibatnya dampak dari acara sosial apa pun di platform digital mungkin saja terjadi kemudian diperkuat karena efek jaringan, dan batas-batas setiap topik tidak jelas, sehingga membuat sosial media dalam menjalankan fungsi pemerintah lebih menantang. 
Sejak pandemi terjadi perubahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjadikan terbukanya kesempatan berpartisipasi dalam urusan publik sebagai badan pembuat keputusan dan pengatur kolektif melalui akses sesuai permintaan dan akses frekuensi tinggi, komunikasi anggota legislatif menjadi lebih dan lebih efisien Interaksi dan respons cepat berbeda dari komunikasi pemerintah melalui sosial media.
Semasa pandemi, pemerintah cenderung menggunakan media sosial daripada media tradisional. Penggunaan platform sosial media denga basis video pendek dan foto sangat menonjol digunakan oleh pemerintah dalam menjalink komunikasi pada masa reses. Sebagai Format media sosial yang hidup, video pendek dapat meningkatkan keefektifan dan intuisi masyarakat dalam menangkap pesan yang ingin disampaikan pemerintah melalui media sosial. Berbagai jenis platform media sosial disampaikan oleh pemerintah salah satunya melalui anggota legislatif yang menggunakan sosial media lebih signifikan meningkat pada masa pandemi.
Ada kelebihan dalam penggunaan sosial media dalam komunikasi pemerintah, lebih mudah bagi pemerintah dan masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk bernegosiasi dan mencapai sebuah konsensus. Dengan membuat, menonton, dan berbagi video pendek dan foto. Selain meningkatkan Efektivitas pesan yang disematkan dalam video pendek, pesan yang lebih jelas bisa. Umpan balik informasi lebih lanjut, ini merupakan saluran penting untuk informasi lebih lanjut. Biasanya, transmisi informasi dan warga negara Platform video pendek tepat waktu dan efektif. Misalnya, ada gambar dan video di sosial media yang ditemukan membantu mempromosikan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyakarakat untuk menyelesaikan masalah pada daerah tersebut. Secara khusus, warga bisa lebih memahami niat pemerintah setelah menonton video, berperilaku tepat dan berpartisipasi aktif Bantuan untuk mengekang aktivitas COVID-19.
Masyarakat dan pemangku kepentingan harus berpartisipasi dalam tata kelola sosial secara lebih aktif dan bertanggung jawab. Platform digital memberikan lebih banyak peluang pemerintah untuk berinteraksi dengan mereka. Pemerintah dan informasi atau umpan baliknya juga sangat penting untuk pembuatan kebijakan. seperti itu Interaksi dapat membantu membangun pemerintahan yang lebih transparan dan responsif, dan menghasilkan lebih banyak penilaian rasional dan ilmiah tentang kemungkinan eksternalitas negatif dari perilaku masyarakat. Misalnya, selama wabah Covid-19, tidak memakai masker atau bersosialisasi serta pelaksanaan kunjungan pemerintah yang berkurang sehingga hanya dapat berkomunikasi melalui sosial media yang digunakan sebaik mungkin oleh anggota legislatif.
Popularitas Internet yang tinggi dan perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan internet sebagai sumber informasi diberbagai bidang termasuk politik. Pemerintah dapat berkomunikasi melalui sosial media dan masyarakat dapat secara terbuka membaca, berkomentar, berbagi, dan memperoleh informasi politik serta penjalanan fungsi pemerintah dari media sosial. 

SIMPULAN DAN SARAN 
Pada penelitian ini terlihat jelas bahwa anggota legislatif menggunakan akun sosial media berinteraksi atau mengirim pesan kepada masyarakat luas tentang kegiatan politik untuk berkomunikasi secara terbuka dengan publik dengan pesan politik yang dikirim melalui akun sosial media mengundang komunitas untuk berpartisipasi memberikan dukungan dan komentar serta kritik. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, media sosial bersifat interaktif, memungkinkan publik memberikan tanggapan langsung kepada kegiatan politik lembaga legislatif. Umpan balik bisa positif dan negatif. 
Penggunaan sosial media dalam komunikasi pemerintah, lebih mudah bagi pemerintah dan masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk bernegosiasi dan mencapai sebuah consensus. Dengan membuat, menonton, dan berbagi video pendek dan foto. Selain meningkatkan Efektivitas pesan yang disematkan dalam video pendek, pesan yang lebih jelas bisa. Umpan balik informasi lebih lanjut, ini merupakan saluran penting untuk informasi lebih lanjut. Biasanya, transmisi informasi dan warga negara Platform video pendek tepat waktu dan efektif. Misalnya, ada gambar dan video di sosial media yang ditemukan membantu mempromosikan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyakarakat untuk menyelesaikan masalah pada daerah tersebut. Secara khusus, warga bisa lebih memahami niat pemerintah setelah menonton video, berperilaku tepat dan berpartisipasi aktif bantuan untuk mengurangi perkembangan angka COVID-19.
Pada penggunaan sosial media untuk berkomunikasi dengan publik, sebaiknya informasi yang disampaikan dengan sasaran informasi diklasifikasikan dengan jelas sehingga dapat menentukan sosial media jenis apa yang akan digunakan. Perbedaan karakteristik khalayak pada setiap platform sosial media perlu menjadi tolak ukur agar pesan tersampaikan dan mendapatkan feedback yang sesuai atas kegiatan pemerintah yang disampaikan. 
[bookmark: _GoBack]Kemudian, keberlangsungan penggunaan media sosial sebagai media komunikasi politik untuk mengelola kepercayaan masyarakat yang akan berpengaruh pada reputasi pemerintah perlu dirancang dan disusun demi keberlanjutannya semasa era kebiasaan baru pasca pandemi. Sosial media memudahkan dan menghemat pengeluaran negara daripada pengkomunikasian menggunakan media konvensional atau bahkan komunikasi langsung yang tidak bersifat luas dan memiliki keterbatasan ruang dan waktu. Penggunaan sosial media untuk komunikasi anggota legislatif perlu dipertimbangkan untuk terus digunakan sebagai salah satu media komunikasi pemerintah kepada publik yang dapat dioptimalkan penggunaannya.
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Penggunaan Sosial Media

Ya	Youtube	WhatsApp	Facebook	Instagram	Twitter	Tiktok	Line	Reddit	Pinterest	Tumblr 	47	105	103	96	58	8	23	1	9	2	Tidak	Youtube	WhatsApp	Facebook	Instagram	Twitter	Tiktok	Line	Reddit	Pinterest	Tumblr 	59	1	3	10	48	98	83	105	97	104	



Penggunaan Sosial Media Sebelum dan Semasa Pandemi

Sebelum Pandemi	Youtube	WhatsApp	Facebook	Instagram	Twitter	Tiktok	Line	Reddit	Pinterest	Tumblr	25	13	34	23	31	4	12	8	8	14	Semasa Pandemi	Youtube	WhatsApp	Facebook	Instagram	Twitter	Tiktok	Line	Reddit	Pinterest	Tumblr	38	92	69	68	35	19	17	8	11	6	Tidak Menjawab	Youtube	WhatsApp	Facebook	Instagram	Twitter	Tiktok	Line	Reddit	Pinterest	Tumblr	43	1	3	15	66	93	77	90	87	86	



